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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan 

daerah dan pajak juga menyumbangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kota Semarang sendiri memiliki potensi pajak yang besar salah satunya adalah 

pajak hotel yang terus berkembang. 

Dalam penelitian mengenai “Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Semarang” berdasarkan hasil yang telah dicapai pada penelitian 

ini terkait dengan perkembangan serta kontribusi pajak hotel di Kota Semarang 

dapat ditarik kesimpulan : 

1. Perkembangan pajak hotel di Kota Semarang dari tahun 2011-2015 selalu 

dapat melewati target yang di tentukan namun dilihat dari laju pertumbuhan 

pajak hotel cukup fluktuatif dimana sempat mengalami kenaikan laju 

pertumbuhan realisasi pajak hotel pada tahun 2014 sebesar 18,75% namum 

pada tahun – tahun berikutnya laju pertumbuhan realisasi pajak hotel 

menunjukan tren menurun. hal ini di sebabkan karena kenaikan jumlah hotel 

yang berdiri di Kota Semarang tidak di imbangi dengan jumlah orang yang 

menginap sehingga berpengaruh pada pendapatan hotel yang juga 

berpengaruh pada sumbangan pajak yang di terima pemerintah selain itu 

belum maksimalnya dalam menjaring potensi pajak hotel hunian kos juga 

turut mempengaruhi . 
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2. Penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel terus mengalami 

pengingkatan setiap tahunnya tetapi dari segi kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011-2015 pajak hotel masih 

masuk dalam kriteria kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Semarang. 

3. Hambatan yang mempengaruhi dalam memaksimalkan pajak hotel di Kota 

Semarang di pengaruhi 2 faktor yaitu hambatan internal dan hambatan 

eksternal. Hambatan internal terletak pada masih banyaknya celah 

kecurangan sistem self assestment, keterbatasan sumber daya manusia 

(SDM), kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh DPKAD kepada wajib 

pajak hotel dan belum maksimalnya pajak hotel dari hunian kos. Sedangkan 

hambatan eksternal terletak pada kesadaran wajib pajak itu sendiri  yang 

cenderung masih kurang mengerti dalam kewajiban membayar pajak 

terutama adalah pajak rumah kos yang lebih dari 10 kamar dimana masih 

banyak masyarakat yang tidak melapor serta keberatan jika rumah kos lebih 

dari 10 kamar di kenakan pajak hotel. 

4. Upaya DPKAD Kota Semarang dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel 

ada 2 yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intesifikasi yaitu 

dengan meningkatkan pengawasan internal, melakukan pemantauan setoran 

– setroan pajak, melakukan pemerikasaan pajak, memaksimalkan 

penagihan pajak dan melakukan pemutakhiran data. Sedangkan upaya 

ekstensifikasi yaitu dengan cara memberikan penyuluhan berkala kepada 
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wajib pajak dan memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek 

pajak baru. 

4.2. Saran 

1. Pemerintah daerah hendaknya lebih gencar melakukan soisalisasi dan 

meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel 

lebih dioptimalkan lagi yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi 

yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan dan pemeriksaan 

pembukuan pajak secara rutin terhadap wajib pajak hotel karena selama ini 

pemerintah cenderung kurang tegas dalam melakukan pengawasan karena 

system MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dapat menimbulkan kecurangan 

dalam pembayaran pajak yang di lakukan wajib pajak. 

3. Perlunya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pegawai guna menjaring 

objek pajak hotel baru karena potensi usaha dalam bidang penginapan yang 

sangat berkembang pesat di Kota Semarang sehingga perlunya 

penambahan pegawai di lapangan sangat di butuhkan. 
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